












 

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 
1. Subbidang Belanja Daerah; dan 

2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan. 
e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

membawahi : 
1. Subbidang Penatausahaan; dan 
2. Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan. 

(2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal 3 

(1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi 
kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. 
(3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan bahan perencanaan pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah; 

b. perumusan kebijakan bidang keuangan dan aset 
daerah; 

c. pengoordinasian dan penyusunan rencana 

anggaran daerah; 
d. pengoordinasian dan pengelolaan perbendaharaan 

daerah; 
e. pengoordinasian dan pelaksanaan akuntansi dan 

pelaporan keuangan daerah; 

f. pengelolaan barang milik daerah; 
g. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola   

Keuangan Daerah dan Pejabat Penatausahaan     
Barang; 

h. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan 

Aset Daerah; 
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

  

 

 

 

 

 

Bagian Kedua 
Sekretariat Badan 

Pasal 4 

(1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 






























